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ABSTRAK

Political Interestdalam Pengharaman Rokok oleh MUI

Latar belakang dari penulisan karya ilmiah ini atlaketika munculnya
fatwa pengharaman rokok oleh MUI. Banyak terjadi gam kontra dikalangan
masyarakat Indonesia khususnya para ulama, petemhakau dan penikmat
rokok. MUI mengeluarkan fatwa yang kontroversial yamenyangkut kehidupan
masyarakat luas dalam hal ekonomi serta hak asasiusia. MUI tidak
mengharamkan rokok secara menyeluruh, tetapi meisgskanya kepada anak-
anak, wanita hamil dan merokok di tempat umum. &lagng disampaikan MUI
ketika mengharamkan rokok bagi anak-anak adaladnkamereka belum mampu
mencari uang sendiri dan bagi wanita hamil karemmtdmembunuh janin yang
ada dalam kandungannya.

Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah inialall penelitian
pustaka yaitu dengan menelusuri literatur-litergtang berkaitan dengan tema
penyusun seperti buku-buku, majalah, koran, intedan sebagainya. Dalam
menganalisa permasalahan yang menjadi pembahastardi sekripsi ini
menggunakan teori motif politik yang di kemukakdehoAlbert Banduran. la
mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu sifat mamusiidak dilandasi dengan
keinginan-keinginan tertentu, pasti ada sesuaty yaelatar belakangi lahirnya
keinginan-keinginan tersebut. Misalnya dalam hal fatwa MUI tentang
pengharaman rokok. Motif sendiri berasal dari kaative atau motivate yang
berarti sesuatu yang membuat seseorang bergenalsedaatu yang mendorong
tingkah laku manusia untuk melakukan hal-hal teuen

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniaada¢éndekatan sosial
historis (politik, budaya dan sosial) yang melingkiya, guna menelaah
keputusan MUI dalam hal pengharaman rokok untuk et@hgi seberapa besar
pengaruh faktor-faktor yang melatar belakangi daangetahui bagaimana
interaksi antara si pembuat hukum tersebut deriggkungan sosio-kultural atau
sosio-politik yang melingkupinya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka tampak balkih
menggunakan pendekatan yang sederhana yaitu delaganadillat al-ahkam
yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi oraatisia. Dalam fatwa
ini tidak menunjukan secara jelas adanya pengaalitikpkepentingan dalam
kebijakan penguasa untuk mempertahankan statusnqnon proses penetapan
fatwa tersebut secara khusus adalah usaha untuk emamgnkan status quo,
maka disebut tindakan politik.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam pemywen Skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri éAgdam Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomot58/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

l}:gg Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< T& t te
& Sy’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim j je
d Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ kh ka dan ha
K] Dal d de
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin S es
o Syin sy es dan ye
ol Sad s es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
k Ta X te (dengan titik di bawah)
b Za’ 7 zet (dengan titik di bawah)
I ‘Ain koma terbalik di atas
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& Gain ‘ ge
o Fa’ g ef
& Qaf f qi
d Kaf q ka
J Lam k ‘el
a Mim I ‘em
3] Nun m ‘en
X Wawu n w
® Ha’ W ha
s Hamzah h apostrof
0 Ya’' ye
Y
B. Konsonan Rangkap KarenaSyaddahditulis Rangkap
badeia ditulis Muta'addidah
- ditulis ‘iddah
C. Ta’' marbutahdi Akhir Kata ditulis h
dasa ditulis Hikmah
PArS ditulis illah
el oY1 Al S ditulis Karamah al-auliy?'
kil 8l ditulis Zakah al-figri
D. Vokal Pendek
Fathah ditulis A
Jxé ditulis fa'ala
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S kasrah ditulis zukira
) u
Al ditulis yachabu
dammah ditulis
ditulis
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis a
dala ditulis jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
i ditulis tansi
Kasrah + ya’' mati ditulis )
s ditulis karim
Dammah + wawu mati|  ditulis i
o8 ditulis furad
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
oS ditulis bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au
JA ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisakan dengan

Apostrof

A ditulis A’antum
Gie) ditulis U'iddat
Al S ol ditulis La’in syakartum




H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan hurtf “

Ol A ditulis Al-Qur’an
ol ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyahditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyalyang mengikutinya, dengan menghilangkan hu(af) nya.

slaudl ditulis As-Sama’
) ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Al 560 ditulis Zawi al-furid
A Ja) ditulis Ahl al-sunnah




MOTTO

"Saya tidak takut akan hari esok, karena saya sudatelewati hari
kemarin dan saya cinta akan hari ini"

(William Allen White)
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BAB |

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembentukan hukum Islam dengan ijtihad mebsrbagai
metode penetapan hukum menghasilkan berbagai prpeiikiran hukum
Islam yang kita kenal dalam perjalanan sejarah muksiam, diantaranya
adalah fatwa.Fatwa merupakan instrument penting tidak hanyapada era
pembentukan mazhab-mazhab tapi sudah ada sejak 2daé’ Fatwa ada
kalanya diberikan oleh Nabi secara langsung unt@narangkan hukum
tanpa didahului pertanyaan. Hal ini dimaksudkanukinmenghilangkan
kesalahpahaman, membetulkan pengertian, mengajgsda yang tidak
tahu, menetapkan hati orang yang menuntut ilmu, gklmmsuskan yang
umum atau memberi ketetapan bagi yang mutlak (tidakat). Namun ada
kalanya fatwa merupakan jawaban Nabi atas suatarye@rn’

Fatwa yang pada mulanya bersifat pendapat hukuktr{dpindividu

pada tahap selanjutnya sering dijadikan rujukanrasgp hakim dalam

! Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di IndonesiaJakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998). Him. 19.

2 Wael B. HallagSejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk UshujifFMazhab
Sunni,alih bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan. (PT. Ragido Persada, 2000), HIm. 28.

% Yusuf QardawiFatwa: Antara Ketelitian Dan Keteledoraalih bahasa oleh As’ad
Yasin, (Yogyakarta: Gema Insani Pers, 1996), Hin. 3



memutuskan perkara-perkara di pengadilan. Bahkaraisg mufti (pemberi
fatwa) dihadirkan dalam persidangan untuk dimi@vénya dan dijadikan
putusan perkaraDalam proses yang panjang fatwa-fatwa ulama meuakam
karya-karyduru’ pembentuk mazhab-mazhab.

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terlama ddwarteryang
relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pdloek karena dua hal.
Pertama, fatwa merupakan respon atau jawaban sghagttanyaan tentang
perkembangan baru (permasalahan kontemporer),gegghfatwa memberikan
peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai esurpng tidak
terputus, Kedua, sifat tidak mengikatnya fatwa memberikatugiey bagi
mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawabaneréatif pemikiran
hukum yang sesuai dengan perkembangan z&ndamun yang paling
penting diingat mengenai fatwa ialah, pada dasarnyamberikan reaksi
terhadap isu-isu dalam merefleksikan intelektuadissian politik pada masa

itu.” Oleh karena itulah fatwa mempunyai daya adaptabilyang tinggi,

4 H. M. Atho Mudzhar,Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran
Hukum Di Indonesia 1975-19¢8akarta: Inis, 1993), HIm. 43.

® Mudzar,Membaca Gelombang ljtihad, Antara Tradisi dan Liésir (Yogyakarta:
Titian llahi Press), HIm. 91.

® Ahmad Rofig,Hukum Islam Di IndonesigJakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998), Him. 91.

’ MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Perubahan Spsidih
bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan. (Jakarta: Te2g02), Him. 21.



dinamis dan responsife terhadap perubahan dan rpbamgan sosidl.
Dengan demikian fatwa menjadi objek kajian yang anéndan relevan dan
studi pemikiran Islam.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, khususny#elae
munculnya negara kesatuama(ion stat¢ dan umat Islam terbagi menjadi
berbagai negara, fatwa tetap memiliki peran damgd$uyang unik. Dengan
segala keragaman latar belakang ideologi dan palggara-negara muslim,
fungsi fatwa pun terbagi menurut tiga jenis pengggln negara-negara
muslim? Pengembangan pemikiran hukum Islam seperti defajam-fatwa
mulanya dilakukan oleh perorangan baik secara lsanpun tulisan, seperti
yang dilakukan oleh A. Hass&nHussein Bahreisy dan Umar HabeisV:.
Namun kemudian lembaga-lembaga sosial keagamaankpumemberikan
pendapat (fatwa) terhadap persoalan-persoalan aspek hukum Islam,

biasanya ditangani oleh badan-badan khusus penfaésa. Diantara

8 Muhammad Kholid Mas'udFilsafat Hukum( Jakarta: Pustaka, 1996), HIm. 25.

® Jhon L. Espositolslam Dan Politik(Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990), Him. 23.
Lihat juga Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan $pek,alih bahasa oleh
Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1990), Him. 18.

19|a seorang tokok organisasi Persatuan Islam @eBgrsama Moch. Ma’sum dan
Abdul Qadir Hasan, ia banyak memberikan fatwa-fatkemgamaan. Lihat kumpulan
Fatwanya, Soal Jawab tentang Agama Islast. 7 (Bandung: Diponegoro, 1928).

1 Kumpulan Fatwanya misalnyBlimpunan FatwaSurabaya: Al-lkhlas,1987) dan
Tanya Jawab Hukum Islar{Surabaya: Al-lkhlas, 1982)

12 |a seorang ustad dilembaga dakwah al-Irsyad Sysalumpulan Fatwanya,
Fatwa, 2 jilid, cet, Il (Surabaya: Pustaka Progresiff3p



lembaga-lembaga sosial keagamaan tersebut sepeatidatil Ulama,
Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis)

Fatwa-fatwa MUI sangat menarik untuk di cermatutama dalam
konteks kajian pemikiran hukum Islam di Indoneskmik dari sudut
metodelogi, sosial polittk yang melingkupinya atanpdari persepektif
sejarah. Sebagai lembaga yang menasional, MUI def@@vanya tentu
mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosialer&gémaan
masyarakat Indonesia, baik langsung maupun tidaigslang, bahkan
keputusan MUI sering dianggap konsensiusa) ulama Indonesia® Banyak
pengamat melihat MUl sering mengeluarkan fatwa yamgncerminkan
dinamika hukum Islam, bahkan kerap kontroversial wacana hukum Islam
sebelumnya. Fatwa MUI tentang pembudidayaan kodeklnya, jelas sekali
menunjukan keinginan MUI untuk menjunjung keingir@a@merintah dalam
usaha memperbanyak komoditi ekspor. Fatwa MUI meagehal ini
mengatakan bahwa membudidayakan kodok itu bolehurhoia, tetapi

memakan kodok haram hukumnya.Contoh fatwa yang sarat dengan

3 pemberian fatwa di beberapa negara muslim modemgatami kecendrungan
institusionalisasi dan mendapat status khusus dakegara, termasuk di Indonesia dengan
terbentuknya MUI pada tahun 1975.

“ H. M. Atho Mudzhar,Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran
Hukum Di Indonesia 1975-198@akarta: Inis, 1993), HIm 11lihat juga H. M. Atho
Mudzar,Membaca Gelombang ljtihad, Antara Tradisi dan Lawr(Yogyakarta: Titian llahi
Press, 2003HIm. 123.Di dalam fatwa ini memperlihatkan bagaimana faldosial budaya
telah mempengaruhi produk pemikiran hukum Islam.tuknfatwa ini MUl bersedia
melakukartalfig dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imaniki\éakaligus, untuk
pembudidayaannya (kodok) MUl mengambil pendapatrinddalik yang membolehkanya,



kepentingan pemerintah lainya yaitu fatwa yang &ealan dengan keluarga
berencana, khususnya tentang kebolehan mengguhdkarispiral) dalam
ber-KB, dalam fatwa ini juga memperlihatkan bagaiméaktor sosial budaya
telah berpengaruh terhadap pemikiran hukum I$fam.

Salah satu fatwa MUI yang dianggap berbeda dariamecfigih
(hukum Islam) sebelumnya dianggap mencerminkannike hukum Islam
kontemporer adalah fatwa MUI tentang merokok adddatam bagi anak-
anak, ibu hamil dan merokok di tempat umtfrRersoalan rokok ini bukanlah
persoalan yang baru, sudah banyak sekali poleméapk wacana yang pro
dan kontra dalam soal hukum dari merokok tersédbutsusnya dalam hukum
Islam. Kalau kita lihat dari segi perekonomian fatwi jelas-jelas merugikan

rakyat Indonesia dan mengurangi pemasukan cukainégara, karena

sedangkan untuk memakannya MUI mengambil pendapatml Syafi'i yang
mengharamkannya.

 Ibid., him. 126. Lihat juga H. M. Atho MudzaMembaca Gelombang ljtihad,
Antara Tradisi dan Liberasi(Yogyakarta: Titian llahi Press, 2008)m. 124. Bahkan untuk
fatwa ini MUI berani membatalkan fatwa ulama sebsla yang mengharamkan penggunaan
IUD. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1971 sefjumliama terkemuka Indonesia
mengeluarkan fatwa tentang haramnya penggunaan Itdilam ber-KB karena
pemasangannya menyangkut penglihatan aurat wat@mudian pada tahun 1983 MUI
membatalkan fatwa ulama tentang penggunaan IUDkub&r-KB dan menyatakan alat
tersebut boleh dipakai asalkan pemasangannya Hdakoieh dokter wanita atau pria dengan
disaksikan oleh si suami.

16 Keputusan Iljma’ Ulama Komisi Fatwa se-Indone8id&hun 2009.



mengingat rokok adalah salah satu pemasok cukesgdar di Indonesia (pada

tahun 2010 cukai rokok yang masuk ke negara menbagailiun).*’

Dalam sebuah surat kabar nasional disebutkan batuaainstitusi
asing yang berkepentingan dalam pengharaman rokiokDisebutkan di
dalam surat kabar itu bahwa telah ada 14 prograimyag menekan angka
penikmat rokok di Indonesia. Program ini melibatlsatah satu organisasi
masyarakat di Indonesia yaitu Muhammadi}aBehingga banyak kalangan
menilai bahwa industri rokok Indonesia saat ini degrat tekanan dari pihak
asing dengan isu-isu kesehatan, bahkan pihak asemglanai isu kesehatan
ini untuk mematikan industri rokok nasiorf@lTetapi berita ini ditanggapi
dingin oleh Din Samsudin ketua umum PP MuhammadiyBidak ada
kejelasan bukti tentang apakah ini benar atau hasiya Sehingga kalau
dikaitkan dengan pihak MUI, bisa diartikan adamyai-lobi politik atau kalau
dalam sistem kepartaian disebut koalisi antara rapbe partai untuk
menghasilkan tujuan-tujuan bersama. Inilah baradnglkang menjadi tanda
tanya besar pada sebagian masyarakat. Sejumlamgkalanenduga, bahwa

yang dilakukan MUI sesungguhnya sarat dengan nupoliis. Hanya saja

Y www.Republika.com, diakses pada tanggal 23 Nope2®&0.
¥ www.Suara Media.com, diakses 29 Maret 2010. Didalsumat kabar ini
disebutkan, selain Negara Indonesia ada 40 neglaitayang terlibat didalam program ini.

¥ www.Republika.com, diakses 23 Nopember 2010. Datmbuah wawancara
dengan Mantan Menteri Perindustrian, ia mengatdledowa saat ini industri rokok nasional
terhambat oleh tekanan asing, khususnya terkakeisahatan.



tidak ada keterangan lebih lanjut tentang nuanddispgeperti apa yang
dimaksud.

Dari latar belakang inilah studi tentang fatwa Mukéntang
pengharaman rokok, dengan latar belakang sejar@tals politik yang
melingkupinya, dilakukan sebagai bagian dari spemikiran hukum Islam
kontemporer di Indonesia. Kajian kontemporer inutema karena keterkaitan
dan interelasi antara hukum-hukum Islam (figih) yarormatif dan gejala-
gejala sosial yang menjadi tema sentral dan perhdiesar dalam kajian
sejarah pemikiran hukum Islam dewasa ini. Selairdé@lam tradisi intlektual
Indonesia, misi pembaharuan dan transformasi huklam menjadi wacana
dan fenomena yang aktual dan mencerminkan dinamtkéektual muslim

dalam rangka membuka pintu ijtihad yang selamdianggap tertutup.

. Pokok Masalah
Berdasarkan Pembahasan latar belakang yang tel@muakakan
diatas, maka pokok permasalah yang menjadi perha@dam penyusunan

skripsi ini adalah;

Guna mengetahui alasan MUI dalam mengharamkan folatér
belakang dari perumusan fatwa dan sosial-politikgyanelingkupi lahirnya

produk hukum Islam.



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Dengan memperhatikan pokok permasalah diatas, npekegusunan
skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah @dar belakang fatwa
MUI pada tahun 2009 tentang pengharaman rokokjaierxa kaitannya
dengan konteks pemikiran hukum Islam di Indonesia.
2. Kegunaan

Kegunaan dari skirpsi ini adalah:

a. Sumbangan informasi ilmiah bagi kajian pemikifarkum Islam di
Indonesia, terutama dalam kajian fatwa sebagai ydropemikiran

hukum Islam dalam konteks usaha-usaha pembahareamkipn

hukum Islam

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang merabeki&ntribusai

bagi kajian-kajian pemikiran hukum Islam kontempafelndonesi.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan penalaahan yang telah penyusun lakakdah banyak
karya-karya yang membahas tentang rokok, baiks#ayi hukum, kesehatan,
ekonomi, sejarah dan budaya, serta sosial. Yangbhma&ipenyusun tertarik

membahas tema ini karena sepengetahuan yang tghsun telusuri belum



ada karya yang secara spesifik membahas sosidkptditam peraktek fatwa
yang MUI keluarkan.

Adapun karya-karya yang spesifik membahas tentatli, Mdalah
Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran ok Islam Di
Indonesia 1975-198%arya Atho’ Mudzhar. Penelitian dilakukan terhadap
fatwa-fatwa yang dihasilkan antara tahun 1975-1988liar Noer dalam
bukunya Administrasi Islam di Indonesimmenempatkan MUI sebagai sub
kajian dari persoalan umum tentang pelembagaan agianimdonesia. Buku
karya M. Rusli Karim dengan corak yang sama dengaga Deliar Noer
berjudulDinamika Islam IndonesiéSuatu Tinjauan Sosial dan PolitiBuku
karya Syaikh lhsan JampéStab Kopi Dan Rokok (Untuk Para Pecandu
Rokok Dan Penikmat Kopi Berdtuku tersebut memuat tentang seluk beluk
kopi dan rokok mulai dari sejarah hingga polemik kum
mengkonsumsiny&. Merokok haram. Sebuah buku karya dari seorang
penulis muda yang sangat berbakat dengan berangataan bahwa
merokok itu adalah perbuatan haram. Tentunya blesana suatu sebab
yang tidak beralasan dia menyatakan sikap sepertikarena terpanggil
hatinya untuk menyatakan kepada para pemuda diubetlunia khususnya
Indonesia bahwa pemuda mampu berkarya tanpa haaissesuatu yang

menghalanginya. Didalam buku ini memuat tentangegesi berperstasi tanpa

% Syaikh lhsan Jampekjtab Kopi Dan Rokok (Untuk Para Pecandu Rokok Dan
Penikmat Kopi Beraf)Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).
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tembakau, pandangan agama Islam tentang hukum rekdia dampak
ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan merokbk.

Selain itu dari penelusuran karya ilmiah yang psaoyulakukan ada
karya dari skripsi Abdul Wahid Maksum dengan juditikum Merokok
dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS) dan Nsajdlama Indonesia
(MUI). Skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai raetstimabat
yang dilakukan antara kedua Persis dan MUI danofakbng melatar
belakangi penetapan hukum merokbkKemudian skripsi Muhammad
Ronnurus Shiddiq dengan judéatwa MUl Tentang Pengaraman Rokok
Dalam skripsi ini penyusun mencoba untuk mengetdauni menguji dasar-
dasar hukum apa yang di gunakan MUI dalam mende&unartentang
pengharaman rokok dan epek tivitas fatwa MUI dakarbungannya dengan
masyarakaf> Kemudian skripsi Nurul Magbulah dengan judeéngaruh
Politik Terhadap Perkembangan Hukum Islam (Studs datwa MUI dan
Majlis Tarjih dan pengembangan Islam Muhammadiyantang Paham

Keagamaah Skipsi ini membahas tentang apakah ada pengenlittk dalam

% Ahmad Rifa'i Rif'an,Merokok Haram(Jakarta: PT Gramedia, 2010).

22 Abdul Wahid Maksum. Mukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam
(Persis) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2009.

% Muhammad Ronnurus ShiddigF4twa MUl Tentang Pengharaman Rokok
Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yoo, 2009.



11

penetapan fatwa MUI dan Majlis Tarjih dan pengenglaanpemikiran Islam
muhammadiyah tentang sekulerisme, liberalism, damisme?*

Semua karya tersebut diatas belum satupun yang atembsecara
khusus tentang sosial politik dengan hukum Islancaise bersamaan.
Sehingga ada fatwa yang dihasilkan dari sebuah dgeltebih dipandang
memberatkan bagi golongan-golongan tertentu. Fgtavey dimaksud lebih
mengandung relasi dominan dan langsung dengan tiegem pihak-pihak

tertentu.

. Kerangka Teoritik

M. Atho Mudzhar telah memperkenalkan jenis-jensdoik pemikiran
hukum Islam. Setidaknya terdapat empat jenis prqdumRikiran hukum Islam
yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Isianty fikih, keputusan-
keputusan pengandilan agama, peraturan-peraturamegkri muslim dan
fatwa-fatwa ulama.

Figih sebagai pemikiran hukum Islam bersifat mewmyéi dan
meliputi semua aspek hukum Islam. Sehingga diamtarairinya cenderung
kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiah@yagap mengganggu

keutuhan isi keseluruhannya. Produk pemikiran hulsiam yang berupa

24 Nurul Magbulah. Pengaruh Politik Terhadap Perkembangan Hukum Ig&tadi
Atas Fatwa MUI dan Majlis Tarjih Dan Pengembangaenkkiran Hukum Islam Tentang
Sekulerisme, Liberalism, dan PluralismeSkripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2006.
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keputusan-keputusan pengadilan agama cenderungidikarena merupakan
respon terhadap perkara-perkara yang dihadapi mek&ta Peraturan-
peraturan perundang-undangan bersifat mengikakalpatiaya ikatnya lebih
luas dalam masyarakat. Produk pemikiran hukum Isfang berupa fatwa-
fatwa ulama bersifat kasuistik karena merupakarpamsatau jawaban
terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta afatwatwa tidak
mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fditekak harus mengikuti
fatwa yang diberikan kepadan¥a.

Fatwa dianggap sebagai produk pemikiran hukum yaegpunyai
adaptabilitas dan fleksibilitas yang paling tingdal ini karena fatwa disertai
alasan hukum (normatif) dan objektif (realitas absiartinya setiap fatwa
memiliki latar belakang sosial, baik idiologi, g budaya, ekonomi,
ataupun struktur sosial yang dapat di pakai selsagaber hukum dan sejarah
sosial komunitas muslim. Keragaman latar belakatgd ini juga seperti
yang dinyatakan lbnu Qoyyim aj-Jauzziyah: fatwaubah dan berbeda
menurut perubahan waktu, tempat, keadaan masyard&atadat istiadat.
Fatwa merupakan reaksi terhadap isu-isu yang bdr&kegn dalam
merefleksikan intelektualisme dan politik pada masa

Setidaknya ada lima konsepsi politik yang dipahdmeirtama, politik

adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara omgaglbicarakan dan

% Jaih Mubarok, Hukum Islam: Konsep, Pembahruan dan Teori Penegaka
(Bandung: Benang Merah Press. 2006), HIm. 108.
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mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, Politik iatdak hal yang berkaitan
dengan penyelanggaraan negara dan pemerintah. aKgiwitik sebagai
segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dampaeahankan
kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik seébkggiatan yang
berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakaum. Kelima,
politik sebagai konflik dalam rangka mencari danmpertahankan sumber-
sumber yang dianggap pentitfg.

Dinamika fatwa merupakan bentuk penjagaan dan gahalan syari’at
agar tetapsalihun li kulli zamanin wa makanirberlaku dengan baik dimana
saja dan kapan saja dengan memberikan alternggifiatif hukum yang baru
yang dirasakan lebih sesuai dan tetap menjagarmsaiitas syari’ah, misalnya
hubungan dengan kepentingan pubfhiaglahal, emergensi sosiatlarurah),
tindakan preventifqad az zari’alp atau prefensi yuridisigtinsar). Diantara
keempat metode tersebut konseaslahahyang dikemukakan Syatibi sebagai
suatu prinsip independen teori hukum menjadi konsapy sangat penting
dalam mendukung pandangan adaptabilitas dan fietesbhukum Islam
dalam menghadapi perubahan soSi&@lerumusan kembali teori hukum dalam
suatu cara yang membawa sintesa nilai keagamaan ldéam yang berhasil

pada satu sisi dan suatu hukum substansif yangkanaolk kebutuhan pada

% Ramlan SubaktiMemahami llmu Politik(Jakarta: PT Grasindo, 1999), Him. 1-2.

2" M. Khalid Mas’ud.Filsafat Hukum Islam(Jakarta: Pustaka, 1996), HIm. 53.
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sisi yang lain menjadi kecendrungan yang mendomidasia dewasa ini.
Masih kuatnya budaytalfig dan redupnya keberanian untuk berijtihad mutlaq
(independent reasonipgoerusaha ditutupi dengan usaha-usaha semi-ijtihad
yang mungkin dilakukaff Yang menonjol dalam fatwa seperti metoaléq,
menyeleksi dan memadukan doktrin-doktrin satu miazdikombinasikan
dengan bagian dari mazhab lain yang didukung opehrhetodelogi hukum
yang kohesif tertenttr.

Dalam memahami dan menganalisa pertumbuhan daerpbdngan
ilmu politik hukum Islam,teori yang digunakan adualeeori motif, sebagai
analisis untuk melihat keadaan yang penyusun.téfittif berasal dari kata
(motiveataumotivatg, yang berarti sesuatu keadaan atau hal yang nmembu
seseorang bergerak atau sesuatu yang mendorongyéahiingkah laku
manusia untuk berbuat sesuatu. Albert Banduran atakgn, bahwa manusia
belajar melalui lingkungan sosialnya dengan mengkgan konstruk pikiran.
Konstruk pikiran manusia bersumber dari dua haltapga, gambaran masa
depan future outcom@s keinginan, cita-cita, harapan dan mimpi yang
melahirkan dorongan tertentu bagi tingkah lakurigadua, penetapan dan
substansi tujuansétting goaly yaitu pilihan seseorang terhadap tujuan

dibalik gambaran masa depanya agar dapat dievalDasigan kata lain,

? Wael B. HallagSejarah Teori him. 317.

% Ibid., him. 321-313. Lihat juga Martin Van Bruness&i): Tradisi., alih bahasa
oleh Farid Wajidi, (Yogyakarta: Lkis, 1994) him.£21
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seseorang menetapkan tujuan substansial dalam tib&sk sehingga
mendorong dirinya menampilkan tingkahlaku tertentu.

Penjelasan Banduran tentang motif politik sebagr berfikir dapat
digunakan untuk melihat target dan strategi paemal dalam berfatwa.
Sebab, dalam beberapa hal, motif para ulama dadaifativa seringkali tidak
melahirkan kebajikan, Apalagi kebajikan publik. Ban menerapkan
penjelasan Banduran akan membantu menelusuri apaigiah laku MUI
sudah mempersentasikan masa depan Islam dengan tgag diharapkan.
Misalnya, apakah ketika para ulama mengeluarkavafaialam sosial-politik
mampu menerapkan tujuan dan kesejahteraan dnmagtghalih al ummah
dan kemudian melakukan prilaku politik yang bijagndan mengusulkan
kebijakan-kebijakan yang pro-umat dalam koridomaga

MUI sebagai lembagaifta® memainkan peranan penting dalam
mengembangkan doktrin hukum yang tidak berbicargale ketat dan teratur
secara formal, bahkan keputusannya sering diarnggaggai konsesugnga’),
karena kolektivitas mujtahid dalam mempertimbangkadaulatan materi
hukum. MUI dipandang mendukung penegasan kembaisteksi hukum
Islam disatu pihak, di lain pihak MUI juga seringjltht sebagai kepanjangan
tangan dari pemerintah yang pengaruh politiknya idam dan hanya

berfungsi menurut kebutuhan dari luar, tidak daringa sendiri. Namun

% Aan Swindler,Cultural Power dan Social Movmenglih bahasa oleh Suyono
Usman, him. 448. Lihat juga Subaidilotive Politik dalam Fatwa MUI Pasca Reformas
(Jakarta: Pilpres, 2010). Him. 30.
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bagai manapun, MUl dengan fatwanya tetap menjagdilagyelan fenomena
dalam interpretasi hukum-hukum agama sebagai salaipilar pembaharuan

pemikiran hukum Islam di Indonesia.

. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun sknpsidalah sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, Jenis penelitian ydigginakan penyusun
adalah library research (penelitian pustaka). Yaitu meneliti literatur-
literatur yang berhubungan langsung dengan persogag penyusun
bahas, baik itu berupa data-data berbentuk buku;boiajalah, opini,
internet dan sebagainya yang berkaitan dengan tgang penyusun
bahas.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang gunakan dalam menyusun gkrips adalah
deskrptif-analitik yakni dengan meneliti lalu menghsis permasalahan
mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentarepgharam merokok
dari segi sosio-politik yang ada dan kaitannya malaukum Islam,
sehingga dari analisis ini menghasilkan suatu pagelabaru sosio-politik
Indonesia khususnya umat Islam.

3. Pendekatan Masalah
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Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendakabsio-politik,

yaitu studi tentang latar belakang yang melingkégtiva MUI dan

pengaruhnya terhadap pemikiran-pemikiran hukum yhimasilkan®* Jadi

penyusun memandang persoalan sebagai gejala bddaygejala sosial
sekaligus.

4. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam menysistpsi ini adalah
analisis kualitatif yakni setelah data-data dipeinokemudian diuraikan
dan dianalisis lalu disimpulkan, dengan metode kfluyaitu dengan
mendasarkan fakta-fakta yang bersifat umum dan deepauatu

kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan skripsi ini meliputi lima bab,aseaaris besar
sebagai berikut:
Bab pertama, adalah pendahuluan yang mengantakkignsissecara
keseluruhan yang berisikan latar belakang masalakok masalah yang
menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, atujudan kegunaan

penelitian yang dihasilkan, telah pustaka, kerangaitik yang dijadikan

31 H.M. Atho Mudzhar, Pendekatan Sosiologis dalam Hukum Islaifogyakarta:
Tiara Wacana, 2000), him. 27-61.
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penyusun sebagai landasan teori dalam menganalisi®de penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berbicara tentang fatwa dalanraejhukum Islam
yang melingkupi konsep-konsep fatwa, kedudukan datlan hubungannya
dengan ijtihad dan pemakaian fatwa pada masa modern

Bab ketiga, berbicara tentang MUI. Dimulai denganjplasan singkat
berdirinya MUI, lembaga fatwa MUI, dan metode senikanisme penetapan
fatwa oleh lembaga fatwa MUI dan fatwa pengharam&ok oleh MUI.

Bab keempat, menganalisa terhadap permasalahan ryemgadi
pokok dari pembahasan skripsi ini. Pada bagiammerupakan bagian inti
penelitian yang dilakukan dengan sosio-historissiato politik yang
melingkupinya. Meliputi latar belakang penyusunaatwh MUI dalam
mengharamkan rokok, metode yang digunakan MUl dataemgeluarkan
fatwa haram merokok, serat dalil-dalil yang diguemaklalu dianalisis untuk
menemukan apakah fatwa pengharaman merokok benar-lpeurni hasil
dari pemikiran para ulama, ataukah ada kepentikgaentingan politik yang
melatarbelakangi dari hasil fatwa ini.

Kemudian bab kelima, yaitu penutup yang berisi rk@silan beserta

saran-saran atas penulisan karya ilmiah ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memang sudah menjadi kewenangan MUl sebagai om@gnis
kemasyarakatan dalam memberikan penegasan hukuhaddgr suatu
pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, karenbddblah lembaga yang
membimbing, membina dan mengayomi umat Islam khnysusSeperti yang
telah banyak diketahui bahwa merokok dapat merusadehatan bagi
sebagian orang. Dari persepsi MUl bahwa merokokupaan pemborosan
yang menimbulkan tindakaabzir. Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok
merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengargoneankan uang,
kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsifasitlain sebagainya. Alas
an MUI sampai mengeluarkan fatwa ini sangat mudaliebak, karena
mengingat latar belakang pembentukan lembaga elahdatas inisiatif dari
pemerintah guna untuk menyatukan umat Islam dapeoahan dan ingin

memberikan kontribusinya kepada pemerintah sertmbwvgkan ketegasan
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kepada masyarakat bahwa organisasi ini masih eleégssn melindungi dan
merespon persoalan yang ada di masyarakat.

Dari hasil penelitian ini dengan mengunakan teastifwpolitik, tidak
terlihat secara jelas dan nyata dalam fatwa peagtan rokok oleh MUI ini
mengandung kepentingan politik. Hanya saja kepatusang dikeluarkan
MUI berbarengan dengan isu-isu dunia internasiteratiang pelarangan dan
bahaya produk tembakau. perekonomian negara juigk thenti-hentinya
dilanda krisis sedangkan tidak ada ketegasan damepntah untuk
memperjelas perekonomian masyarakat. Sehingga betdaun spekulasi dan
anggapan masyarakat luas tentang fatwa kontroVeyalag menyangkut
perekonomin yang meresahkan masyarakat, khususiyyartasyarakat kelas
menengah yang bekerja disektor petani serta bwenmibdakau dan pekerja
pabrik rokok.

Tidak mudah bagi MUI untuk banyak bertindak dalamnberikan
fatwa, karena desakan dari pemerintah sebagai fpsnéerdirinya MUI,
disatu sisi MUl merasa berhutang budi dengan tidakngindahkan
kepentingan yang ada dipemerintah. Tapi disisi Mgl ingin memberikan
sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. faktor injaly menyebabkan kenapa
ketua MUI yang pertama mengundurkan diri.

fatwa ini terbukti kurang efektif, bukti dilapangamenunjukan bahwa
pengguna rokok semakin bertambah. Tidak ada tardtiatbahwa pabrik

rokok akan tutup, serta para pengguna rokok akandengan dikeluarkannya



72

fatwa tersebut. malahan banyak yang mengecam Mbgate memberikan

opini yang tidak percaya lagi dengan organisasi ini

. Saran

Pada zaman sekarang, masyarakat muslim di nedare&ioritasnya
tidak begitu memegang prinsip dan ajaran agama kaerkgama hanya
sebatas untuk menentukan status individu dan taik i&ari itu. Yang lebih
parah lagi adalah masyarakat muslim kita kurang afemi ajaran agamanya
dan hanya ikut-ikutan dalam memeluk agama. Sebgagrang paling perlu
untuk dilakukan oleh MUI adalah meningkatkan keaseth beragama warga.
Lembaga ini harus lebih berperan dalam menyebajaan Islam ketimbang
duduk dan rapat menentukan suatu hukum. harapan skebagai warga
Indonesia adalah MUI lebih mawas diri dan juga ¢mpgterhadap isu-isu
yang lebih besar baik di dalam maupun dunia Isl@erlebih dari itu kita
berharap kepada para generasi berikutnya untulusetengedepankan
persoalan yang ada dimasyarakat agar lebih tandmglapgn merespon keadaan

bangsa.
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Terjemahan al-Qur'an dan Hadits
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Nabi itu menyuruh mereka kepada yang mak
melarang mereka dari yang mungk
menghalalkan bagi mereka segala yang baik
melarang bagi mereka segala yang buruk.

Janganlah kamu menghambur-hambur
hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-(
yang berlaku boros itu adalah saudara-sau

ruf,
ar,
dan

kan
rang
dara

syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap

tuhannya.

Tidak boleh membuat mudlarat kepada
sendiri dan tidak boleh membuat mudlarat kep
orang lain.

diri
ada




LAMPIRAN I

BIOGRAFI ULAMA

Abd Qadir 'Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fekidukum Universitas al-
Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasssheilt, beliau juga seorang
tokoh ulama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin daragelbHakim yang disegani
rakyat, beliau turut mengambil bagian dalam menkatasrevolusi Mesir yang
berhasil gemilang pada tahun 1952, dipelopori &l@bnel Gamal Abdul Nasher.
Beliau meninggal ditiang gantungan sebagai akibzlan dari lawan politiknya
pada tanggal 8 desember 1954. Diantara hasil kaayagh kitabat-Tasyri' al-
Jina'l al-Islami.

Al-Bukhari

Beliau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin isiba Ibrahim al-
Mughirah binj Bardzibaz al-Ja'far al-Bukhari, lakir Bukhara pada tanggal 13
Syawal 194 H/ 810 M. Dan wafat pada tahun 256 H. Keamubeliau pergi ke
Hijaz untuk menuntut ilmu kepada para fugaha dahaddisin. Lalu bermukim
di Madinah dan menyusun kitadi-Tarik al-Kabir. Pada masa mudanya beliau
telah hafal 70.000 hadis beserta sanadnya, karygnya paling terkenal adalah
kitab hadis shahih al-BukhariGuru-guru beliau adalah: lbrahim al-Bukhari,
Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madani dan Ibnu Ruhuwaih.

As-Sayid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenaldari UniversébAzhar Cairo, beliau

dilahirkan tahun 1365 H. Banyak menulis berbagaitkibaik mengenai masalah
agama ataupun politik. Beliau sebagai penganjuhait yang mengajarkan
kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada t&ffhah M, beliau mendapat
gelar profesor dalam jurusan Ilimu Hukum Islam padaivétsitas Fuad |.

Karyanya yang terkenal adalah kitaiogh Sunnah



Yusuf al-Qardawi

Beliau nama lengkapnya ialah Yusuf Abdullah al-Qardalt@hirkan pada tahun
1926 di desa Sifit Turab, Mesir. Yusuf kecil sudaiba hafal al-Qur'an 30 juz,
dengan fasih dan sempurna tajwidnya pada usia 10.téetelah menamatkan
sekolah Dasar, Yusuf melanjutkan ke Ma'had Tantastelilanjutkan lagi di
Universitas al-Azhar Cairo. Bidang study yang didmja adalah bidang study
Agama Fakultas Ushuluddin, setelah tamat pada td®&3, kemudian beliau
melanjutkan lagi kéMa'had al-Buhus wad Dirasat al-Arabiyah al-Aliyasampai
mendaptkan Diploma tinggi di bidang bahasa dan asaptida saat yang sama
juga mengambil bidang study al-Qur'an dan as-Sundah,selesai pada tahun
1960 pada Fakultas Ushuluddin al-Azhar Mesir dannflitkan pada program
Doktoral dengan Disertasi berjudkighuz Zakat dengan mendapatkan predikat
Cumlaude. Beberapa karyanya telah dipublikasikantdranyaal-Halal wa al-
Haram fi al-Islam, al-lman wa al-Hayat, al-lbadatdi-Islam, Muskilat al-Fakr
wa kaifa alajaha al-IslandanFatwa-Fatwa kontemporer.



Lampiran 111

Isi fatwa MUI Tentang Pengharaman Rokok

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA Il
Bismillahirrahmanirrahim

litima’ Ulama komisi fatwa se-Indonesia lll, setetah

Menimbang:

a. Bahwa banyak pertanyaaan dari masyarakat terkaigae masalah

strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktuahkoorter dan masalah
yang terkait peraturan perundang-undangan;

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendesak sefydra dijawab
sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan alegygrada
umumnya;

Bahwa ijtima’ ulama komisi fatwa MUI se- Indonesil memiliki
kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalateméssebut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksaths, periu
ditetapkan Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa seeimesia ll.

Memperhatikan:

a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusup Kalla pada pémhbno ljtima’

b.

C.

d.

e.

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

Pidato Ifttah Ketua MUI, DR. KH. M.A. Sahal Mahfudhpada
pembukaan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I

Pidato pengantar koordinator tim materi ljtima’ Uaiomisi Fatwa se-
Indonesia Ill, KH. Ma’aruf Amin;

Pendapat peserta komisi A, B dan C ljtima’ Ulama Knfiatwa se-
Indonesia lll;

Pendapat peserta pleno ljtima’ Ulama Komisi Fatwidenesia lll.

Memutuskan

Menetapkan:

Sub 2 : Masail Fighiyah Wagiiyyah Mu’asirah (masalah figih aktual
kontemporer), yang meliputi masalah

c) Merokok



Deskripsi Masalah

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah meikdie manfaat
ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokma telah memberikaan
pendapatan yang cukup besar juga bagi negara. Batgdtabakau sebagai bahan
baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi s@magetani. Namun disisi
lain, merokok dapat membahayakan kesehatianaf) serta berpotensi terjadi
pemborosan igraf) dan merupakan tindakantafzir. Secara ekonomi,
penanggulanganbahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke ilpubételah
muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yaemginta kejelasan hukum
merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada rya@mgharamkan, ada yang
meminta pelarangan terbatas dan ada yang memiapagada status makruh.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dat lain yang
membahayakan kesehatan di samping kepada perokdkk@an merokok dapat
membahayakan orang lain, khususnya yang beraddtdisgerokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas daastedeh al-Qur’an
dan sunah/hadit Nabi, oleh karena itu, fugaha’ ragrsblusinya melalui ijtihad.
Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digadatl ijtihad, hukum
merokok diperselisihkan oleh fugaha’.

Ketentuan Hukum

1. ljtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Il sepakatanya perbedaan
pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antarauhattan haram.
(khilaf ma baina al-makruh wa al-hargm

2. Peserta ljtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia kjpakat bahwa
merokok hukumnya haram jika dilakukan :

a. Ditempat umum;
b. Oleh anak-anak; dan
c. Oleh wanita hamil.

Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya banyak madlarrat yangbdikan dari
aktifitas merokok,

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangaokok ditempat
umum bagi anak-anak dan bagi wanita hamil.

2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta metmbgalasi tentang
larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anakidenita hamil.



3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta makindelaku
pelanggaran terhadap aturan larangan merokok dpatemmum, bagi
anak-anak dan wanita hamil.

4. Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta mejdkéan rokok, baik
langsung maupun tidak langsung.

5. Para ilmuan diminta untuk melakukan penelitian aegt manfaat
tembakau selain untuk rokok.

Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf (7): 157

agle aoas Canhall agd Jay s Siall e aaging by pmalli o saly

- ;. . “
Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umrdaibisa baca tulis) yang
(namanya) mereka dapati didalam Taurat dan Injigyada pada mereka, yang
menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegalyatag mungkar, dan
menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan raemghan segala yang
buruk bagi mereka...

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ (17): 26-27
Ol S 50T (el Cdasdll ) sal) 9IS G el OF L) a3 538 5

sS4 )]

“..Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartametara boros”.
“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalatiara setan dan setan itu
sangat ingkar kepada tuhannya”
3. Hadits Nabi:
Dl ¥ sy paY

“tidak boleh membuat madarat kepada diri sendin tidak boleh membuat
mudarat kepada orang lain.” (H.R. Ibnu Majah, ra).

4. Kaidah fighiyyah:

\



OSaY) )ah pdy ) yuall

“kemudaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin”

5. Kaidah fighiyyah:
J ey pall

“kemadharatan itu harus dihilangkan.”

6. Kaidah Fighiyyah:
LAJ.C}\JP}‘\:\SQ @J}%?SAS\

“penetapan hukum itu tergantung ada atau tidakyaddrat.”

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman Sim bahwa
hukum merokok di negara-negara tersebut adalalnhara

8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, kasmn
Perlindungan Tembakau, Departemen Kesehatan terkadlah rokok.

9. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokolangy
diselenggarakan pada tanggal 10 September 2008aldirtd, yang
menyepakati bahwa merokok menimbulkan mudarat disgm@ada
manfaatnya.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada Tanggal_: 26 Januari 2009 M

29 Muhaharram 1430 H

Pimpinan Komisi B-1

litima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Il

Dr.HM. Anwar Ibrahim Dr. Hasanuddin, Mag

Ketua Sekretaris

Vil



Lampiran 1V

MEKANISME KERJA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: U-634/MUI/X1997
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

MENIMBANG :
1. Banyaknya permohonan untuk mendapatkan fatwa daryef@saian

masalah yang berhubungan dengan hukum Islam yaajgkdn oleh
masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia

2. Bahwa untuk mendapatkan fatwa atau jawaban atasapafaman yang
berhubungan dengan hukum Islam itu perlu adanyainglestan
mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesian
ditetapkannya pedoman kerja Komisi Fatwa

3. Bahwa untuk melancarkan mekanisme kerja Komisi Faajelis Ulama
Indonesia perlu dibentuk tim khusus yang bertugasnymleksi
permasalahan-permasalahan yang diajukan kepada Kdatvga dan
merumuskan hasilnya

4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran &emitusan ini
dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebaglintisus.

MENGINGAT

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, sertarPidgra Majelis Ulama
Indonesia Priode 1995-2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS
ULAMA INDONESIA TENTANG MEKANISME KERJA KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

PERTAMA:PENYELEKSIAN MASALAH

1. Setiap surat ke Komisi Fatwa yang berisi permintadwd atau masalah
hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilapgldengan asal
(pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masakhny

2. Semua surat masuk diseleksi oleh tim khusus untitentdkan
klasifikasinya

Vil



a. Masalah yang layak dibawa ke dalam rapat komigidat

b. Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI DaerahKanhg

c. Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh hiosks

d. Masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban

a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2apadikan kepada
ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembamaga sesuai dengan
hasil seleksi dari tim khusus

b. Setelah mendapat kepastian waktu, masalalbterddaporkan kepada
sekretaris MUI untuk dibuat undangan rapat.
. Masalah sebagainya dimaksudkan dalam point 2.lpatitan kepada

sekretaris MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya
. a. Masalah sebagaimana dimaksudkan point 2.c ttidno/airumuskan
jawaban oleh tim khusus

b. Jawaban sebagaimana dimaksudkan point 5.a diepdikirimkan
kepada seketaris MUl untuk dibuatkan surat pengiminkepada yang
bersangkutan

. Tim khusus terdiri atas ketua, sekretaris, daggata yang berasal dari
unsur pengurus harian dan pengurus komisi fatwa Mlgbagaimana
terlampir.

KEDUA
PROSEDUR RAPAT

. Ketua Komisi Fawa, atau melalui Rapat Komisi, berdasa
pertimbangan dari tim khusus, menetapkan prionitasalah yang dibahas
dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pessbga

. Ketua Komisi, atau melaui Rapat Komisi, dapat merkamualah seorang
atau lebih Anggota Komisi untuk membuat makalah reaagmasalah
yang akan dibahas.

. Undangan Rapat Komisi, pokok masalah akan dibalsptkalah (jika
ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi éaprfa rapat lain (jika
ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal r

. Peserta rapat komisi fatwa terdiri atas anggotaigiodan peserta lain
yang dipandang perlu

. Rapat komisi fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi ataukilfeya

. Rapat komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri osefkurang-kurangnya
setengah dari peserta yang diundang rapat atadipkandang perlu telah
memenuhi quorom oleh peserta yang hadir

. Hasil rapat komisi fatwa dicatat oleh Sekretaris Ksirfatwa.



KETIGA
KEUTUSAN FATWA

1. Hasil rapat komisi fatwa dirumuskan menjadi kepututgtwa oleh tim
khusus, kemudian ditanda tanggani oleh Ketua darefeis Komisi

2. Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud point 1, atkap kepada
Dewan Pimpinan/Sekretaris MUI untuk kemudian ditdddiz dalam
bntuk surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia

3. Setiap surat keputusan fatwa MUI di tanfizkan dilbenmor dan ditanda
tangani oleh Ketua Umum Sekretaris Umum, dan Ketua Kofatwa
MUI

4. Surat keputusan fatwa MUI dikirim kepada pihak-gihgerkait dan
seluruh anggota komisi fatwa, serta MUI Daerah Tihdka

5. Keputusan dipublikasikan pula melalui mimbar ulamiaa penjelasannya
dalam bentuk artikel

KEEMPAT
TIM KHUSUS KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Menyangkut nama-nama sebagaimana dalam lampirahkputusan ini sebagai
tim khusus komisi fatwa.

KELIMA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapllangan ketentuan bila
dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam suratuttesan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 27 Oktober 1997
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA,

Ketua Umum, sekretaris Umum,

K.H. HASAN BASRI DRS.H.A. NASRI ADLANI



Lampiran V

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAM INDONESIA
Nomor: U-596/MUI/X1997
Dewan Pimpinan Majelis Ulam Indonesia

MENIMBANG

1. Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pemivemgakhir-akhir
ini telah merambah seluruh aspek bidang kehiduidak saja membawa
berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkantigea dapat tidak
juga menimbulkan sejumlah prilaku dan persoalasqaan baru. Cukup
banyak persoalan yang berapa waktu lalu tidak pedilednal, bahkan
tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadiykgaan

2. Disisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam padawarsa terakhir
semakin tumbuh subur dibumi nusantara ini. Oleh riarigu, kiranya
sudah menjadi kewajaran dan keniscayaan jika sétalpul persoalan
maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajummat senantiasa
bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal terselarhdgaran islam atau
bagaimana sebaagaimana pandangan islam terhadapnya.

3. Pandangan Islam terhadap hal tersebut boleh jdah t#imuat dalam
sumber ajaran islam, kitab suci al-Qur’an dan Suxiahi, boleh jadi telah
termuat dalam khazanah klasik karya peninggalamailterdahulu, dan
tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal terseioiatk termuat secara
tegas (eksplisit) dalam sumber ajaran islam maugalam khazanah
klasik itu, atau bahkan belum pernah tersentuh saakali.

4. Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dala@uégln dan Sunnah
maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetapn selesai
sampai disitu, sebab hanya beberapa orang saja yaagpu
menelaahnya. Permasalahan akan semakin kompleksmj#éngenainya
belum pernah dibicarakan sama sekali.

5. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkaoapen tanpa ada
jawaban dan membiarkan umat dalam kebinggungank tidapat
dibenarkan, baik secartigadi maupun secarsyar’i. Oleh karena itu para
alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikawapan dan
berupaya menghilangkankehausan umat akan kepasaj@an Islam
berkenan dengan persoalan yang mereka hadapi. R@nilga, segala hal
yang dapat menghambat proses pemberian jawaban a)faswdah
seharusnya segera dapat diatasi
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Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadabsyawarah Para
Ulama, Zu'ama, dan

MEMPERHATIKAN

Keputusan Sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 30 Agus@&7ltentang Pedoman
Penetapan Fatwa.

MENGINGGAT

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, setiapaiRrddgrja Majelis
Ulama Indonesia Periode 1995-2000.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indanesmtang pencabutan
pedoman tata cara penetapan fatwa berdasarkan lsaputsidang Pengurus
Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggalumadil awwall406 H/ 18 Januari
1986 M dan menggantinya dengan Pedoman Penetapama Rajelis Ulama

Indonesia, sebagai berikut:

PERTAMA
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia, dapat disingkat MUI, adaMhjelis Ulama
Indonsia pusat yang berkedudukan di Jakarta dekgator di Masjid
Istiglal

2. Majelis Ulama Indonesia Daerah adalah Majelis Ulanthesia Daerah
Tingkat |

3. Daerah pimpinan adalah:

a. Ketua Umum dan Seketaris Umum, serta ketua Komisi Fistajalis
Ulama Indonesia

b. Ketua dan Sekretaris serta Ketua Komisi Fatwa Majeliama
Indonesia Daerah.

4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dtamisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Daerah.

5. Anggota Komisi adalah Anggota Komisi Fatwa berdasarketetapan
Dewan Pimpinan
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. Sidang Komisi adalah sidang komisi fatwa yang dihaoleh anggota

komisi dan peserta lain yang dipandang perlu umieknbahas masalah
hukum yang akan difatwakan

. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama m&ngeasalah

keagamaan dan berlaku untuk umum.

. Keputusan fatwa adalah hasil sidang komisi tentamatusmasalah hukum
yang telah disetujui oleh anggota komisi dalamrsjdeomisi

. Tanfiz (ditanfizkan) adalah penegasan keputusawafableh dewan

pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa Majdlema Indonesia

(SKF-MUI)

KEDUA
DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA

Pasal 2
. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar é#dmikah dan Sunah

Rasul yangmu'tabarah serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan
umat.

. Jika tidak ada dalam kitabullah dan sunnah rasuhg@mana ditentukan
pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah igld&ntangan dengan
jtima’, giyas yang mu'taba, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti
ihtisan, masalah mursalatldansadd az-zari'ah

. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah aiitirpendapat-
pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yangubengan dengan
dalil-dalil  hukum maupun yang berhubungan dengarlil dgang
dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang diambil
keputusan fatwanya dipertimbangkan

KETIGA
PROSEDUR PENETAPAN FATWA

Pasal 3
. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi kkaidaerlebih

dahulu dipelajai dengan seksama oleh para anggatékatau tim khusus
sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan

. Mengenai masalah yang telah jelas hukummyat’i) hendaklah komisi
menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa megyagir setelah
diketahui nass-nya dari al-Qur'an dan Sunnah

. Dalam masalah yang menjadi khilafiah dikalangan rabzimaka yang
difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatik&ain mugaram
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(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidall fighh mugaram
yang berhubungan dengan pen-tarjih-an

Pasal 4

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam Wkenpe serta
memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkgndladam sidang komisi
menetapkan keputusan fatwa.

Pasal 5

1. Setiap keputusan fatwa harus di-tanfis-kan seteitdndhtangani oleh
dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatig)(S

2. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yangdapat dipdeagan mudah
oleh masyarakat

3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disedianudan analisis
secara ringkas, serta sumber pengambilannya

4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusdakt lanjut dan
rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlulebagai konsekuensi
dari SKF tersebut.

KEEMPAT
SIDANG KOMISI

Pasal 6
1. Sidang komisi harus dihadiri oleh para Anggota Korgesig jumlahnya

dianggap cukup memadai oleh Ketua Komisi dengan kegkinan
mengundang tenaga ahli yang berhubungan denganamagmng akan
dibahas jika dipandang perlu
2. Sidang Komisi diadakan jika ada;
a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yanQj diwan
pimpinan MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diaer fatwanya
b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah Lemb8gaial
kemasyarakatan, atau MUI sendiri.
3. Sidang komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau waka atas persetujuan
Ketua Komisi.

KELIMA
KEWENANGAN DAN HIRARKI

Pasal 7
1. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkansfab@ngenai:

a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dayamgkut
umat Islam Indonesia secara nasional
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b. Masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yangadidipg meluas
ke daerah lain.

2. Majelis ulama Indonesia daerah berwenang mengeludgtaa mengenai
masalah-masalah keagamaan bersifat lokal (kasus-kiiglaerah) dengan
terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUtiigiofatwa MUI

3. Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh tinnskis.

KEENAM
PENUTUP

Pasal 8
1. Setiap surat keputusan fatwa di lingkungan MUl nusupUl daerah

dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam suegutléisan ini
mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling rataikan.

2. Jika terjadi perbedaan antara surat keputusan faflk dan surat
keputusan surat fatwa mui daerah mengenai masaay) yama, perlu
diadakan pertemuan antara ketua dewan pimpinan umbekcari
penyelesaian yang paling baik.

KETUJUH

Pasal 9
1. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusaakan ditetapkan lebih

lanjut oleh dewan pimpinan

2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetaglengan ketentuan bila
dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam Surat Kegauin ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 20 Oktober 1997

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum Sekretaris Umum,

K.H. HASAN BASRI DRS. H.A. NAZRI ADLANI
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Lampiran IV

Nama
Tempat, Tanggal Lahir

Alamat Rumah

Alamat di Yogya

CURRICULUM VITAE

: Muhamad Nurdin
: Bangka, 23 Desember 1988

. JI Pangkal Pinang Muntok Pgdiesar Bangka
Prov Bangka Belitung.

: Gk 1/534, RT02 RWO06 Sapen.

Orang Tua
Ayah : Zainal Abidin
Pekerjaan . Petani
Ibu : Hasina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

SD N Il Puding Besar Bangka Lulus Tahun 1999

MTS N Petaling

Bangka Lulus Tahun 2003

SMA N Puding Besar Bangka Lulus Tahun 2006

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2007
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